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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak
pidana melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dan
bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana
apabila melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa izin di
mana dengan metode penelitian hukum
normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum tanpa izin terjadi
apabila melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan pengaturan adanya
usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha
penunjang tenaga listrik sebagaimana
mendapatkan izin usaha. Usaha penyediaan
tenaga listrik terdiri dari usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan  sendiri. Merupakan kewajiban
bagi setiap orang yang menyelenggarakan
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum wajib memiliki izin usaha penyediaan
tenaga listrik. 2. Pemberlakuan ketentuan
pidana apabila melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin dan bagi yang melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik tanpa izin operasi serta
melakukan kegiatan usaha jasa penunjang
tenaga listrik tanpa izin dipidana dengan pidana
penjara dan pidana denda.

Kata kunci: listrik; usaha penyediaan tenaga
listrik;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tindak pidana melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin  merupakan perbuatan vyang dapat
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merugikan masyarakat, karena tenaga listrik
mempunyai peran yang sangat penting dan
strategis dalam mewujudkan tujuan
pembangunan nasional. Oleh karena itu maka
usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh
negara dan penyediaannya perlu terus
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan
pembangunan. Apabila terjadi tindak pidana
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum tanpa izin, maka
ketentuan pidana dapat diberlakukan bagi
pelakunya yang telah terbukti secara sah
melakukan perbuatan vyang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
ketenagalistrikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana
melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana apabila melakukan usaha
penyediaan  tenaga listrik  untuk
kepentingan umum tanpa izin ?

C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan ialah
metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Melakukan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik Untuk

Kepentingan Umum Tanpa lzin

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, sebagai
salah satu cabang penting yang sangat
dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat,
baik di pedesaan, maupun dii perkotaan. Hal ini
harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
disamping itu tenaga listrik mempunyai
kedudukan yang penting dalam pembangunan
nasional pada umumnya, ddan sebagai salah
satu pendorong kegiatan ekonomi pada
khususnya, dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan
UuD 1945.°

Dalam kehidupan modern tenaga listrik
merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki

5Irpan. Op.Cit.hlm. 6.
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
oleh karena itu energi listrik merupakan tolok
ukur kemajuan masyarakat. Listrik merupakan
salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat
penting dan sebagai sumber daya ekonomis
yang paling utama yang dibutuhkan dalam
suatu kegiatan usaha, baik pada sektor rumah
tangga, penerangan, komunikasi, industri
maupun tempat lainnya. Usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum, terkait
erat dengan isi dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, maksud dan tujuannya
adalah, memberikan perlindungan terhadap
rakyat atas ketersediaan cabang-cabang
produksi yang menjadi kebutuhan rakyat.
Negara sangat berkepentingan untuk berusaha
menyelamatkan penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum, karena merupakan
kewajiban dan tanggung jawab negara
terhadap rakyat.®

Tindak pidana melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin terjadi apabila melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan pengaturan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 18. Usaha
penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin
usaha.

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada
melarang dan  sebagainya) persetujuan
membolehkan.” 1zin (Vergunning) adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang
dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan
perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan
sebagai dispensasi atau
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.®

Perizinan adalah salah satu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat. Dengan  memberikan izin,

6Lenny Verawaty SH Siregar. Hak-Hak Konsumen Dalam
Sistem Listrik Pra Bayarditinjau Dari UU Perlindungan
Konsumen. Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X.Vol. 3,
No. 4, Desember 2018. him. 93-94.

7Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, him. 189.

8adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan
Publik, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, him.167-168.

penguasa memperkenankan orang vyang
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang
demi memperhatikan kepentingan umum yang
mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok
pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang
kecuali diperkenankan dengan tujuan agar
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan
dilakukan dengan cara-cara tertentu.’

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 8. Usaha
ketenagalistrikan terdiri atas:

a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan

b. usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 9. Usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
terdiri atas:

a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum; dan

b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan sendiri.

Perbuatan pidana menunjuk pada
perbuatan baik secara aktif maupun secara
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada
pertanggungjawaban  pidana.'®  Perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut.'

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja
dalam pada itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian itu."

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 19 ayat:

(1) lzin usaha untuk menyediakan tenaga

listrik terdiri atas:

°Ibid, him. 168.
A Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. him. 97.
11Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008.hIm. 59.
12,,..

Ibid.
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a. lzin usaha penyediaan tenaga listrik;
dan
b. lzin operasi.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan
penyediaan tenaga listrik  untuk
kepentingan umum wajib memiliki izin
usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 20. Izin usaha penyediaan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis
usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1).

Pasal 21. Pemerintah atau pemerintah
daerah  sesuai dengan  kewenangannya
menetapkan izin usaha penyediaan tenaga
listrik. Penjelasan Pasal 21. Dalam penetapan
izin, Pemerintah atau pemerintah daerah
memperhatikan kemampuan dalam penyediaan
tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha
setempat. Izin usaha penyediaan tenaga listrik
memuat, antara lain, nama dan alamat badan
usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban
dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis,
dan ketentuan sanksi.

Pasal 22. Izin operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan
untuk pembangkit tenaga listrik dengan
kapasitas tertentu vyang diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 23 ayat:

(1) 1zin operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ditetapkan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(2) 1zin operasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan setelah
memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan lingkungan.

(3) Pemegang izin operasi dapat menjual
kelebihan  tenaga listrik  untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umum
setelah mendapat persetujuan dari
Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah
daerah menyelenggarakan usaha penyediaan
tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan
oleh badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah. Untuk lebih meningkatkan
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kemampuan negara dalam penyediaan tenaga
listrik, Undang-Undang ini memberi
kesempatan kepada badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyarakat untuk
berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga
listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah,

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya menetapkan izin usaha

penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan
yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara
telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini
yang mengatur, antara lain, mengenai
pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga
listrik yang terintegrasi, penerapan tarif
regional yang berlaku terbatas untuk suatu
wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan
tenaga listrik untuk kepentingan
telekomunikasi, multimedia, dan informatika,
serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik
lintas negara yang tidak diatur dalam Undang
Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan
instrumen  yuridis yang digunakan oleh
pemerintah untuk mempengaruhi para warga
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu
instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung
tombak atau alat yang bertujuan untuk
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa,
dan merancang masyarakat adil makmur.
Melalui izin dapat diketahui bagaimana
gambaran masyarakat adil makmur itu
terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan
yang terkandung dalam izin merupakan
pengendali dalam memfungsikan izin itu
sendiri.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan Izin Usaha Penunjang
Tenaga Listrik. Pasal 25 ayat:

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan
setelah mendapatkan izin usaha jasa
penunjang tenaga listrik dari Pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Penetapan izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik dan izin usaha industri

BRidwan. HR. Hukum Administrasi Negara. Ull Press.
Yogyakarta. 2003. him. 160.
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penunjang tenaga listrik dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan. Hak dan Kewajiban
Pemegang lzin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik. Pasal 27 ayat:

(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik dalam
melaksanakan usaha penyediaan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) berhak untuk:

a. melintasi sungai atau danau baik di atas
maupun di bawah permukaan;

b. melintasi laut baik di atas maupun di
bawah permukaan;

c. melintasi jalan umum dan jalan kereta
api;

d. masuk ke tempat umum atau
perorangan dan  menggunakannya
untuk sementara waktu;

e. menggunakan tanah dan melintas di
atas atau di bawah tanah;

f. melintas di atas atau di bawah
bangunan yang dibangun di atas atau di
bawah tanah; dan

g. memotong dan/atau menebang
tanaman yang menghalanginya.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik harus
melaksanakannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28. Pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik wajib:

a. menyediakan  tenaga listrik  yang
memenuhi standar mutu dan keandalan
yang berlaku;

b. memberikan pelayanan vyang sebaik-
baiknya kepada konsumen dan
masyarakat;

c. memenuhi  ketentuan
ketenagalistrikan; dan

d. mengutamakan produk dan potensi
dalam negeri.

Perlindungan konsumen diselenggarakan
sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)
asas vyang relevan dalam pembangunan
nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk

mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen

keselamatan

harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan

pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi
seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil;

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk
memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materiil ataupun
spiritual;

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
dimaksudkan untuk memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar
baik pelaku wusaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian
hukum.**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai
Hak dan Kewajiban Konsumen.Pasal 29 ayat:
(1) Konsumen berhak untuk:

a. mendapat pelayanan yang baik;

b. mendapat tenaga listrik secara terus-
menerus dengan mutu dan keandalan
yang baik;

c. memperoleh tenaga listrik yang
menjadi haknya dengan harga yang
wajar;

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan
apabila ada gangguan tenaga listrik;

dan

e. mendapat ganti rugi apabila terjadi
pemadaman yang diakibatkan
kesalahan dan/atau kelalaian

pengoperasian oleh pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik sesuai
syarat yang diatur dalam perjanjian jual
beli tenaga listrik.

(2) Konsumen wajib:

1 Penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.
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a. melaksanakan pengamanan terhadap
bahaya yang mungkin timbul akibat
pemanfaatan tenaga listrik;

b. menjaga keamanan instalasi tenaga
listrik milik konsumen;

c¢. memanfaatkan tenaga listrik sesuai
dengan peruntukannya;

d. membayar tagihan pemakaian tenaga
listrik; dan

e. menaati persyaratan teknis di bidang
ketenagalistrikan.

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila
karena kelalaiannya mengakibatkan
kerugian pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung
jawab konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Huruf b Yang
dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik
konsumen” adalah instalasi tenaga listrik
setelah alat pengukur atau alat pembatas
penggunaan tenaga listrik.

Presiden J.F. Kennedy telah menemukan
empat hak dasasr konsumen, yaitu:*

1. Hak memperoleh keamanan (the right to

safety);

2. Hak memilih (the right to choose);

3. Hak mendapat informasi (the right to be

informed);

4. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak
mendengar, membaca dan bahkan
menyaksikan sendiri berbagai praktik bisnis
yang merugikan konsumen. Praktik bisnis yang
merugikan konsumen bukan hanya dilakukan
oleh pelaku usaha berskala besar, melainkan
juga oleh pelaku usaha menengah dan pelaku
usaha kecil."®

Perlindungan konsumen merupakan bagian
tak terpisahlan dari kegiatan bisnis yang sehat.
Dalam kengiatan bisnis yang sehat terdapat
keseimbangan perlindungan hukum antara
konsumen dengan prosuden. Tidak ada

Racmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Cet.
I. Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 203 (Lihat Mariam Darus
Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat
Dari Sudut Perjanjian baku (Standard) Dalam Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek
Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta,
Bandung,1986, him. 61.

B H. Mulyadi Nitisusastro, Op.Cit. him. 253-254.
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perlindungan yang seimbang menyebabkan
konsumen berada pada posisi yang lemah.
Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh
produsen merupakan jenis produk yang
terbatas, produsen dapat menyalahgunakan
posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu
tentu saja akan merugikan konsumen. *’

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini
mendapat cukup perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna mensejahterahkan
masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen saja yang mendapat perlindungan,
namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah
berperan mengatur, mengawasi dan
mengontrol, sehingga tercipta sistem vyang
kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain
dengan demikian tujuan mensejahterahkan
masyarakat secara luas dapat tercapai.*®

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi
pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu
izin merupakan salah satu instrumen vyang
paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah menggunakan izin
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan
tingkah laku para warga. lzin ialah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah
untuk dalam  keadaan-keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan  peraturan  perundang-undangan.
Dengan memberi izin, penguasa

memperkenankan orang yang memohonnya
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut
perkenan bagi suatu tindakan yang demi
kepentingan umum mengharuskan pengawasan
khusus atasnya.lni adalah paparan luas, dari
pengertian izin."®

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni
pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan
izin pada umumnya didasarkan pada keinginan
pembuat undang-undang untuk mencapai

Y Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen di Indonesia, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 1.

Bcelina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,
Edisi |. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, him.
1.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum
Perizinan, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika.
Surabaya. 1993. him. 2-3.
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suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi
keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok
pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu
tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan
dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan
yang disangkutkan dengan perkenan dapat
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu
bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah
untuk hanya memberi perkenan dalam
keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi
agar tindakan-tindakan yang diperkenankan
dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan
dalam ketentuan-ketentuan).?
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai

Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 46 ayat:

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan  kewenangannya melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha penyediaan tenaga listrik dalam
hal:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber
energi untuk pembangkit tenaga
listrik;

b. pemenuhan  kecukupan pasokan
tenaga listrik;

c. pemenuhan persyaratan keteknikan;

d. pemenuhan aspek perlindungan
lingkungan hidup;

e. pengutamaan pemanfaatan barang
dan jasa dalam negeri;

f. penggunaan tenaga kerja asing;

g. pemenuhan tingkat mutu dan
keandalan penyediaan tenaga listrik;

h. pemenuhan persyaratan perizinan;

i. penerapan tarif tenaga listrik; dan

j.  pemenuhan mutu jasa yang diberikan
oleh usaha penunjang tenaga listrik.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan

pemerintah daerah dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di
lapangan;

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di
bidang ketenagalistrikan;

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas
laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan; dan

2 1pid.

d. memberikan sanksi administratif

terhadap pelanggaran ketentuan
perizinan.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan

keteknikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan pemerintah

daerah dibantu oleh inspektur
ketenagalistrikan dan/atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut  mengenai

pembinaan dan pengawasan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan, dalam rangka peningkatan
penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat
diperlukan pula upaya penegakan hukum di
bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan
pemerintah daerah mempunyai kewenangan
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk
pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.
Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat
membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih
menjamin keselamatan umum, keselamatan
kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian
fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga
listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi
tenaga listrik harus menggunakan peralatan
dan perlengkapan listrik yang memenuhi
standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila
Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa
Izin
Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga

tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni

tahap penegakan hukum in abtracto oleh
badan pembuat undang-undang (tahap
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni
tahap penerapan hukum pidana oleh para
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif).

Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap

pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh

aparat-aparat  pelaksana pidana (tahap
eksekutif atau administrasi).”
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 49 ayat:

pziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. him. 2-3.
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(3) Setiap orang yang melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik tanpa izin
operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang menjual kelebihan
tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi
kepentingan umum tanpa persetujuan dari
Pemerintah atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

Pasal 53. Setiap orang yang melakukan
kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi
satu  berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk diterapkan pada peristiwa
konkret menurut prosedur dan persyaratan
tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa
unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis,
peraturan perundang-undangan, organ
pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur
dan persyaratan.?

Sistem perizinan muncul karena tugas
mengatur dari pemerintah, karena perizinan
akan dibuat dalam bentuk peraturan yang
harus dipatuhi masyarakat yang berisikan
larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini
akan digunakan oleh penguasa sebagai
instrumen untuk mempengaruhi hubungan
dengan para warga agar mau mengikuti cara
yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan
yang konkrit.”*

22 Ridwan HR, Op. Cit, him. 201-202.
2 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op. Cit, him. 5.
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Menurut Sjachran Basah, izin adalah
perbuatan hukum administrasi negara bersegi
satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal
konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur
sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

Perizinan ini merupakan upaya mengatur
kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang
menimbulkan gangguan pada kepentingan
umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui
penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang
harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu
pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu
bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan
bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah,
yaitu merupakan mekanismepengendalian
administratif terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat.”

Perizinan wujud keputusan pemerintah,
maka perizinan adalah: tindakan hukum
pemerintah berdasarkan kewenangan publik
yang membolehkan atau memperkenankan
menurut hukum bagi seseorang atau badan
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah
untuk mengkonkretkan wewenang
pemerintah.Tindakan ini dilakukan melalui
penerbitan keputusan tata usaha negara.’®

Beberapa sarjana hukum mengemukakan
tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie),
maupun secara menakut-nakuti orang
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan,
agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (special prventie);

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat;

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana
demi pengayoman negara, masyarakat dan
penduduk, yakni:

4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan
menjadi anggota masyarakat yang berbudi
baik dan berguna;

**adrian Sutedi. Op.Cit. 2009. him. 170.

% Ibid. him. 173.

*®Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012. him. 28-29.
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5. Untuk menghilangkan noda-noda yang
diakibatkan oleh tindak pidana.”’

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui
dasar pembenaran adanya hukum atau
penjahan pidana. Dasar pembenaran
penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai
berikut:

1. Teori Absolut
Menurut teori absolut tujuan dari
pemidanaan terletak pada hukum pidana itu
sendiri, “..barang siapa yang dilakukan
suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan
hukum pidana....” Teori ini disebut juga teori
pembalasan, karena bersifat pembalasan

(vergelding). Hukum dijatuhkan karena ada

dosa.

1. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan
adalah untuk:

a. Mencegah;

b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain

tidak melakukan kejahatan;

c. Memperbaiki orang yang melakukan

tidak pidana;

d. Memberikan perlindungan kepada

masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena

menitikberatkan pada tujuan hukuman.

Ancaman hukuman perlu supaya manusia

tidak melanggar.
3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan

kombinasi antara teori absolut dan teori

relatif, tujuan penjatuhan pidana karena
orang tersebut melakukan kejahatan dan
agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.?®

Hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang bersangkutan. Kejahatan adalah
perbuatan pidana yang berat. Ancaman
hukumannya dapat berupa hukuman denda,
hukuman penjara, hukuman mati dan
kadangkala masih ditambah dengan hukuman
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan
hak-hak tertentu serta pengumuman
keputusan hakim.?

“Siswantoro Sunarso, Op.Cit. him. 73.
yulies Tiena Masriani, Op.Cit. him. 66.
Ibid, him. 60.

Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim;
misalnya, pidana mati, pidana penjara,
kurungan dan denda.*® Pasal 10. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri
atas:

e. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu
unsur yang paling esensial, bila melihat hukum
sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana
dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana
Khusus atau peraturan perdang-undangan di
luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan
penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti
sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur
sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana
dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana
disebut dengan double track system. Menurut
Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan
berorientasi pada perbuatan dan berlaku (daad
dader strafrecht), stelsel sanksi tidak hanya
meliputi pidana (straf) tetapi juga tindakan
(maatregel) yang secara relatif lebih bermuatan
pendidikan.*

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar,
mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk
apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih
bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan
tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu
perundang-undangan pidana bukanlah sekedar
masalah teknis perundang-undangan semata,
melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi
atau materi perundang-undangan itu sendiri.
Artinya dalam hal menyangkut masalah
penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi

%% Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana. Op.Cit. him.
121.

*Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010. him. 90-91.
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harus dipahami secara komprehensif baik
segala aspek persoalan substansi atau materi
perundang-undangan pada tahap kebujakan
legislasi.*?

Hukum adalah sarana yang di dalamnya
terkandung nilai-nilai atau konsep tentang
keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial
dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat
abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo
sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R,
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak
itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk
mewujudkan  ide-ide  tersebut  menjadi
kenyataan.>

Masalah penegakan hukum merupakan
masalah universal. Tiap Negara mengalaminya
masing-masing, dengan falsafah dan caranya
sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya
hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas
dengan kekerasan, ketatnya penjagaan,
hukuman berat, tidak selalu menjamin
tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang
bersangkutan tidakmemahami hakekat hukum
yang menjadi pedoman, maka hal itu akan
menghambat hukum dan disiplin hukum.**

Pada hakikatnya hukum mengatur
hubungan antarmanusia  karena  hukum
merupakan bagian dari sistem sosial yang ada
dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. ldealnya hukum dan masyarakat
seharusnya berjalan seiring karena hukum
senantiasa mengikuti perkembangan
masyarakat. Hukum mengintegrasikan
kepentingan-kepentingan yang ada dalam
masyarakat terutama untuk terciptanya
ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial
setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat
perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum
berfungsi.*

Hukum memiliki fungsi mengatur tidak saja
hubungan antarmanusia, tetapi juga perilaku
manusia dalam memanfaatkan sumber daya

*Ibid, him. 91.

*Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers.
Jakarta. 2013. him.229.

34Soedjono. Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan
Sipil, Karya Nusantara. Bandung. 1978, him.1.

#Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan
Internasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010,
him. 23.
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alam. Pemerintah yang mengemban amanat

sebagaimana diperintahkan UUD 1945.%
Masalah penegakan hukum sebenarnya

terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat

mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut
mempunyai arti yang sentral. Faktor-faktor itu
antara lain sebagai berikut:*’

a. Faktor hukumnya;

b. Faktor penegak hukumnya;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat
hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Peranan penegak hukum salah satunya,

ialah bagaimana mengaktualisasikan secara

nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud
dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai

suatu sarana untuk menegakkan hukum di

antaranya ialah dengan penerapan sanksi

pidana.*®

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap
tindak pidana melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin, merupakan bagian dari penegakan hukum
untuk melindungi masyarakat, karena tenaga
listrik juga dapat membahayakan sehingga
penyediaan dan pemanfaatannya harus
memperhatikan ketentuan keselamatan
ketenagalistrikan. Peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaannya harus
memberikan kepastian hukum bagi setiap
orang vyang telah terbukti secara hukum
melakukan perbuatan tindak pidana maka
dapat dikenakan sanksi pidana.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tindak pidana  melakukan  usaha
penyediaan  tenaga listrik  untuk
kepentingan umum tanpa izin terjadi
apabila melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan pengaturan adanya
usaha penyediaan tenaga listrik dan
usaha penunjang tenaga listrik
sebagaimana mendapatkan izin usaha.
Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri

*® Ibid, him. 23.

37Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1.
Cet.4, Jakarta. 2002, him. 8.

Bsiswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika,
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, him. 103.
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dari usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum; dan usaha
penyediaan  tenaga listrik  untuk
kepentingan sendiri.  Merupakan
kewajiban bagi setiap orang vyang
menyelenggarakan penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum wajib
memiliki izin usaha penyediaan tenaga
listrik.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila
melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin dan bagi yang melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik tanpa izin
operasi serta melakukan kegiatan usaha
jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin
dipidana dengan pidana penjara dan
pidana denda.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi tindak pidana
melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin, maka pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya
perlu menetapkan izin usaha penyediaan
tenaga listrik. Dalam penetapan izin,
pemerintah atau pemerintah daerah
memperhatikan  kemampuan  dalam
penyediaan tenaga listrik pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik yang
memiliki wilayah usaha setempat. Izin
usaha penyediaan tenaga listrik memuat,
antara lain, nama dan alamat badan
usaha, jenis wusaha vyang diberikan,
kewajiban  dalam penyelenggaraan
usaha, syarat teknis, dan ketentuan
sanksi.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila
melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa
izin perlu diterapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila pelaku tindak pidana
telah terbukti secara sah melakukan
tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar
dapat dicegah terjadinya kembali
perbuatan pidana yang dilakukan oleh
pihak lain.
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